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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan suatu komponen yang sangat dibutuhkan dalam
pembangunan nasional. Anak memiliki potensi untuk dapat dididik menjadi
manusia dewasa yang penuh dengan kreatifitas serta produktif agar dapat ikut serta
dalam pembangunan bangsa dan negara. Maka dari itu, dalam suatu proses
perkembangan anak, para generasi terdahulu memiliki kewajiban untuk dapat

menjamin, memelihara, memberi, dan mengamankan kepentingan anak.

Anak yang menjadi korban dari perbuatan pornografi saat ini semakin
marak dan semakin mengkhawatirkan. Salah satu penyebab semakin meningkatnya
kasus anak sebagai korban tindak pidana pornografi disebabkan oleh perkembangan
teknologi informasi dan komunikasi. Anak dapat dijadikan model pornografi
melalui berbagai bentuk media komunikasi atau dapat juga melalui pertunjukan
langsung di muka umum. Penyebaran pornografi anak secara bebas, akan
mengakibatkan meningkatnya berbagai kekerasan seksual terhadap anak yang
dilakukan oleh orang dewasa ataupun sesama anak. Anak yang dijadikan model
pornografi tersebut, dapat mengalami kerusakan fisik maupun psikis. Di dalam
pergaulannya di lingkungan masyarakat anak akan cenderung dikucilkan dan

masyarakat akan dengan mudah memberikan stigma negatif terhadap anak tersebut.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 ini juga mengatur terkait

perlindungan bagi anak korban pornografi dan pencegahan pembuatan,



penyebarluasan, dan penggunaan pornografi, maupun juga peran serta masyarakat
dalam suatu pencegahan. Dapat dikatakan bahwa peraturan ini telah diatur secara
terperinci terkait bentuk hukuman dari pelanggaran, pembuatan, penyebarluasan
serta penggunaan pornografi yang juga dikaitkan dengan tingkat pelanggaran yang

dilakukan disertai pemberatan terhadap perbuatan pidana yang melibatkan anak.

Pornografi merupakan permasalahan sosial yang tengah dihadapi bangsa
Indonesia di Era globalisasi.! Berkembangnya pornografi di dalam lingkungan
masyarakat mengakibatkan meningkatnya tindak asusila serta pencabulan, serta
para penikmat pornografi tentu secara jelas telah melakukan perbuatan yang
mendekatkan diri dengan perzinaan. Hal inilah yang dapat merusak moralitas
akhlak, menimbulkan penyakit, kehancuran, maupun hilangnya kehormatan
sebagai manusia. Istilah pornografi dapat dikatakan sebagai segala sesuatu yang
yang memiliki sifat seksual, berselera rendah dan tidak bermoral, apabila dalam
proses pembuatan, penyajian, atau konsumsi bahan tersebut dimaksudkan hanya
untuk membangkitkan rangsangan seksual. Proses penyebaran pornografi menjadi
sangat terfasilitasi dengan adanya internet dan media sosial. Menurut Undang—
Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Ayat (1) berbunyi : “Anak
adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang

masih dalam kandungan”.

! Dewi Bunga, “Penanggulangan Pornografi Dalam Mewujudkan Manusia Pancasila”,
Jurnal Konstitusi, Vol. 8, No.4, Agustus 2011, Denpasar : Fakultas Hukum Universitas
Mahasaraswati, him. 454



Secara etimologi pornografi berasal dari dua suku kata, yakni pornos dan
grafi. Pornos artinya suatu perbuatan yang asusila ( dalam hal berhubungan dengan
seksual ), atau perbuatan yang bersifat tidak senonoh atau cabul, sedangkan grafi
adalah gambar atau tulisan, yang dalam arti luas termasuk benda — benda patung
yang isinya atau artinya menunjukkan atau menggambarkan sesuatu yang bersifat
asusila atau menyerang rasa kesusilaan masyarakat.? Pengertian pornografi yang
diatur pada Undang—Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, adalah
gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi,
kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya yang mengandung
unsur cabul atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam

masyarakat.®

Pengertian kecabulan di dalam Undang-Undang Pornografi tersebut berisi
larangan dan pembatasan yang dijelaskan di dalam Pasal 4, dimana hal yang

mengandung unsur cabul atau porno antara lain yaitu :

1. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang ; kekerasan
seksual ; masturbasi ; atau onani.
2. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan.

3. Alat kelamin ; atau pornografi anak.

2 Adami Chazawi, 2005, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, PT. Grafindo Persada,
Malang, him. 22

% Dadin Eka Saputra, “’Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pornografi Melalui Media
Sosial’’, Jurnal Al’adl, Vol. IX, No. 2, Agustus 2017, Kalimantan Selatan : Fakultas Hukum
Universitas Islam Kalimantan MAB, him. 265



Dengan adanya Undang-Undang Pornografi tersebut, semestinya
pemberantasan tindak pidana pornografi menjadi berpusat pada Undang-Undang
tersebut. Namun, dalam praktiknya beberapa peraturan perudang-undangan lain
juga ikut digunakan karena pada dasarnya Undang—Undang tersebut juga memuat
ketentuan tentang pornografi seperti Undang—Undang Informasi Dan Transaksi
Elektronik, Undang—Undang Pers, Undang—Undang Perlindungan Anak, Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Penyiaran, Undang—Undang
Perfilman, serta Peraturan Pemerintah Tentang Lembaga Sensor film. Namun,
diantara Undang-Undang yang memuat terkait ketentuan pornografi, hanya
Undang-Undang Penyiaran dan Peraturan Pemerintah Tentang Lembaga Sensor
Film yang tidak memuat ketentuan pidana yang berpotensi berkaitan dengan

masalah pornografi.

Pornografi anak menjadi perhatian bukan karena berkaitan dengan
persoalan kecabulan semata, namun juga terkait dengan isu perlindungan anak.
Pornografi anak menjadi salah satu dari ketiga isu pokok perlindungan anak. Ketiga
isu pokok perlindungan anak ini adalah perdagangan anak, prostitusi anak, serta
pornografi anak. Di dalam Undang-Undang Pornografi, pornografi anak
merupakan bagian dari pornografi secara umum dan disertai dengan pemberatan
sanksi pidana berupa penambahan 1/3 dari sanksi pidana pornografi biasa. Undang—
Undang Perlindungan Anak tidak menyebutkan pornografi secara spesifik, namun
menyebutkan soal eksploitasi seksual dan ekspoitasi ekonomi terhadap anak.

Meskipun demikian, Undang-Undang Perlindungan Anak dapat menjangkau



tindak pidana pornografi anak karena inti dari pornografi anak adalah mengenai

eksploitasi seksual dan eksploitasi ekonomi.

Masalah pornografi khususnya yang melibatkan anak sebagai korban,
merupakan masalah yang sangat memprihatinkan. Anak selalu menjadi korban dari
peredaran materi pornografi di masyarakat. Dalam kaitannya dengan Tindak Pidana
Pornografi Anak sebagai korban dapat dikatakan bahwa anak dapat dijadikan Objek
pornografi atau dalam arti kata lain melibatkan anak dalam kegiatan membuat dan
memperjualbelikan berupa video dan gambar yang memuat unsur pornografi.
Selain itu juga, anak dapat dijadikan korban atas perbuatan pelaku yang
mempertontonkan produk—produk pornografi kepada anak—anak. Menurut
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,

Pasal 1 Angka 4, berbunyi :

“Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak
korban adalah anak yang belum berumur 18 ( delapan belas ) tahun yang
mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang
disebabkan oleh tindak pidana”.

Salah satu contoh kasus yang melibatkan anak sebagai korban dari tindak
pidana pornografi adalah seperti yang terjadi di Kota Bangkinang , yang merupakan
ibu kota kabupaten Kampar, Riau. Terdakwa yang bernama Maulana Muda Farizky
alias Kiky Bin Tri Agus Suprihono (Alm), telah terbukti melakukan tindak pidana
pornografi yang melibatkan anak dibawah umur sebagai korban yang bernama

Indah Purnama Sari alias Indah Binti Rukianto.



Kasus ini berawal saat terdakwa dan saksi korban berkenalan pada tahun
2014, dimana dari perkenalan tersebut, terjadi kedekatan sampai pada akhirnya
terdakwa dan saksi korban berpacaran. Selama berpacaran, terdakwa selalu
menghubungi saksi korban melalui Blackberry Messenger (BBM) atau Video Call.
Selain itu, selama terdakwa menjalin hubungan dengan saksi korban, terdakwa
selalu meminta saksi korban untuk selalu mengirimkan foto telanjang miliknya,
ataupun pada saat melakukan video call, terdakwa pun meminta agar saksi korban
membuka pakaiannya, yang selanjutnya terdakwa mengambil foto saksi korban

yang tidak memakai pakaiannya tersebut melalui video call.

Terdakwa yang sudah lama menduda, selanjutnya meminta saksi korban
untuk datang ke rumah terdakwa dan memaksa saksi korban untuk melakukan
hubungan persetubuhan dengannya. Sehingga, mengakibatkan saksi korban
mengalami luka robek pada alat kelaminnya tersebut. Berdasarkan putusan
pengadilan negeri Bangkinang Nomor 294/Pid.Sus/2017/PN Bkn, oleh Majelis
hakim dalam amar putusannya menyatakan bahwa terdakwa telah bersalah
melakukan tindak pidana “Dengan sengaja membujuk anak melakukan
persetubuhan dengannya dan menyebarluaskan pornografi” sebagaimana diatur
dan diancam pidana di dalam Pasal 82 ayat (1) Undang—Undang Nomor 35 Tahun
2014 Tentang perlindungan anak, dan Pasal 29 Undang—Undang Nomor 44 Tahun
2008 Tentang Pornografi. Serta, dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan
membayar denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan
ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan

selama 3 (tiga) bulan.



TABEL 1

Daftar Para Pelaku Sesuai Nomor Perkaranya

Sumber : https://putusan3.mahkamahaqung.go.id

NO Nomor Perkara Terdakwa Dakwaan
1 237/Pid.Sus/2016/PN. Bla Suwarno Alias Gombloh [Dakwaan Pertama :
Bin Sukarman v' Pasal 76 D jo Pasal 81 (1)
UU No. 35/2014
2 | 294/Pid. Sus/ 2017/ PN. Bkn | Maulana Muda Farizky |Dakwaan Pertama :
Alias Kiky Bin Tri Agus v" Pasal 81 (1) UU No. 35/2014
Suprihono (Alm) Dakwaan Kedua
v’ Pasal 82 (1) UU No. 35/2014
Dakwaan Ketiga
v’ Pasal 81 (2) UU No. 35/2014
Dakwaan Keempat
v" Pasal 29 UU No. 44/2008
3 28/Pid.Sus/2019/PN Lmj Ahmat Rostandi Bin  |Dakwaan Pertama :
Subandi v" Pasal 37 UU No. 44/2008
4 433/ Pid. Sus/2020/PN Dum Rafi Bin Sakya (Alm) |Dakwaan Pertama :

v' Pasal 37 UU No. 44/2008
subsider Pasal 29 UU No.
44/2008 lebih subsider Pasal
32 UU No. 44/2008

Dakwaan Kedua :
v Pasal 52 (1) UU No. 19/2016

Berdasarkan tabel di atas, dapat dikatakan bahwa kasus pornografi yang

mengakibatkan anak menjadi korban terus terjadi setiap tahunnya. Penyebab anak—

anak terlibat sebagai korban dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran dapat

disebabkan karena pemerintah belum melakukan upaya yang maksimal serta peran

berbagai aktor perlindungan anak dalam menjalankan upaya preventif. Bahkan,

instrument hukum positif saat ini juga belum benar—benar mampu melindungi

anak—anak dari tindak kejahatan.



https://putusan3.mahkamahagung.go.id/

Dalam kaitannya anak sebagai korban pornografi, yang juga termasuk
sebagai bentuk kekerasan terhadap anak, maka ada beberapa faktor yang
menjadikan anak sebagai korban pornografi yaitu salah satunya adalah faktor
kemiskinan, faktor kurangnya pengawasan orang tua, faktor lingkungan yang buruk
yang menyebabkan anak mudah untuk mengikuti dan mencontoh hal — hal yang
buruk, faktor keluarga yang terpecah (broken home), faktor banyaknya wisatawan
yang melakukan kunjungan ke wilayah pariwisata yang memiliki latar belakang
penyakit menyukai anak—anak untuk melakukan hubungan seksual, serta
meningkatnya jumlah penduduk yang tidak memiliki prospek karena proses

integrasi sosial dan juga karena memburuknya kepentingan—kepentingan sosial.

Tindak pidana pornografi anak diatur di dalam Pasal 81, Pasal 82, dan Pasal
88 Undang—-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Selain itu
tindak pidana pornografi anak, juga diatur di dalam Pasal 533 Ayat (4) serta yang
tercantum pada Pasal 533 Ayat (5) KUHP. Selanjutnya, tindak pidana pornografi
anak juga diatur di dalam Pasal 11 dan Pasal 12, Undang—Undang Nomor 44 Tahun
2008 Tentang Pornografi. Di dalam Pasal 11 Undang—Undang Nomor 44 Tahun

2008 berbunyi :

“Setiap orang dilarang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai
objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal
9, atau Pasal 10”.

Selain itu juga, di dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008,

berbunyi :



“Setiap orang dilarang mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan,
menyalahgunakan kekuasaan atau memaksa anak dalam menggunakan
produk atau jasa pornografi”.

Secara umum, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang
Perlindungan Anak, belum menejlaskan definisi yang jelas dan tegas bagi tindak
pidana kekerasan, eksploitasi, penelantaran, diskriminasi, perlakukan yang salah
bagi anak. Selain itu, jenis tindak pidana tersebut tidak didefinisikan, oleh sebab itu
sulit untuk mengukur perbuatan pidana yang ditujukan kepada anak, karena
lemahnya unsur—unsur dalam rumusan delik tersebut. Unsur-unsur tindak pidana
pada anak sangat penting untuk dirumuskan karena dapat dijadikan suatu

pembuktian di pengadilan.

Tindak pidana pornografi anak, yang diatur di dalam Pasal 81, Pasal 82,
Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak,
sampai saat ini belum berfungsi secara efektif. Hal ini disebabkan oleh karena
rumusan pada Pasal 81 dan Pasal 82 Undang—-Undang Nomor 35 Tahun 2014 belum
memiliki aturan yang mengatur secara terperinci pada jenis tindak pidana kekerasan
pada anak maupun kekerasan seksual pada anak. Kekerasan fisik, kekerasan
seksual, maupun kekerasan mental belum diuraikan sebagai unsur unsur deliknya
secara rinci, sehingga perilaku kekerasan yang dialami oleh anak yang terjadi dalam
masyarakat masih sulit untuk dapat terungkap dan juga hal ini dapat menyebabkan
timbulnya keraguan bagi penegak hukum untuk menggunakan pasal pasal tersebut.
Selain itu, juga rumusan pada Pasal 88 Undang—-Undang Nomor 35 Tahun 2014

juga masih memiliki kelemahan yaitu norma larangan yang tercantum pada pasal
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tersebut masih sangat kabur dan belum ada unsur—unsur dari perbuatan yang

dilarang.

Rumusan ekspoitasi harus mampu didefinisikan secara konkret, oleh sebab
itu, apabila unsur tersebut dipenuhi, jadi siapa saja yang melakukan tindak pidana
eksploitasi dapat dipidana. Eksploitasi dalam konteks pasal ini dibatasi pada
eksploitasi seksual dan eksploitasi ekonomi. Maka dari itu, unsur eksploitasi
seksual dan eksploitasi ekonomi sangat penting untuk dijabarkan secara jelas
maupun rinci agar dapat memiliki makna yang berbeda dengan tindak pidana

kekerasan seksual pada anak.

Di dalam Pasal 11 dan Pasal 12 Undang—Undang Nomor 44 Tahun 2008
Tentang Pornografi, tidak disebutkan secara eksplisit kata sengaja atau dengan
sengaja. Namun, dikarenakan tindak pidana pornografi merupakan delik dolus
maka si pembuat harus memiliki pengetahuan terkait dengan perbuatan yang
hendak dilakukannya, akan menghasilkan barang pornografi yang dimaksud. Maka
dari itu, para aparat penegak hukum harus dapat membuktikan terkait hal tersebut
dilakukan tanpa ketidaksengajaan, walaupun masih memiliki kemungkinan untuk

dijerat dengan menggunakan unsur culpa atau kelalaian.

Kemudian dari pada itu, di dalam Pasal 11 dan Pasal 12 Undang—-Undang
Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, dalam satu pasal ketentuan tindak
pidana Undang—Undang Pornografi bisa terdapat lebih dari satu perbuatan, oleh
karena itu, hal ini dapat mengakibatkan tumpang tindih satu perbuatan dengan

lainnya. Akibatnya pada satu kasus tertentu dapat diterapkan dua atau tiga
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perbuatan sekaligus. Oleh sebab itu, bagi pembuat undang—undang, diharapkan
untuk dapat mengkaji ulang pasal-pasal yang terdapat di dalam Undang—Undang
Nomor 44 Tahun 2008 yang masih memiliki rumusan yang kabur dan rancu untuk
dapat segera diperbaiki. Hal ini diharapkan agar para aparat penegak hukum dapat

terhindar dari kesalahan penafsiran ketika melaksanakan kewajibannya.

Perlindungan terhadap anak dari pengaruh pornografi merupakan suatu
kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah, Lembaga sosial, Lembaga
Pendidikan, Lembaga keagamaan, keluarga, dan / atau masyarakat memberikan
pembinaan, pendampingan serta pemulihan sosial, Kesehatan fisik maupun mental
bagi setiap anak khususnya anak yang menjadi korban dalam tindak pidana
pornografi. Hal ini dikarenakan anak masih termasuk sebagai orang yang belum
dewasa dan akan cenderung lebih mudah terpengaruh oleh pornografi dan

pornoaksi baik yang dilihat maupun yang didengar atau disentuh oleh mereka.

Langkah-Langkah perlindungan anak sebagai korban pornografi dapat
dilakukan dengan cara mengharmonisasikan peraturan perundangan dan kebijakan
yang mementingkan hak anak. Tindakan-tindakan yang melibatkan anak sebagai
korban, harus mendapatkan hukuman yang berat. Aparat penegak hukum juga harus
bertindak pro-aktif untuk dapat mengidentifikasi para pelaku yang melibatkan anak
sebagai korban pornografi maupun jaringan—jaringan kejahatan pornografi lainnya.
Dengan adanya pemberian hukuman yang berat terhadap pelaku kejahatan, maka
hal tersebut dapat menimbulkan kesadaran maupun keterlibatan masyarakat agar
tidak menjadi pelaku dan dapat berpartisipasi di dalam upaya pencegahan.

Perlindungan hukum anak korban pornografi bertujuan memberikan rasa aman
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kepada korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana.
Hal ini dikarenakan anak korban pornografi, bukan hanya sebagai objek dari suatu
tindak kejahatan saja, namun juga dapat dikatakan sebagai subjek yang perlu dan
wajib mendapatkan perlindungan secara sosial maupun hukum. Maka dari itu,
menurut uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian tesis
dengan judul “Perlindungan Hukum Tehadap Anak Korban Tindak Pidana
Pornografi Dari Perspektif Undang—Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang

Pornografi”

B. Rumusan Masalah

Menurut penjelasan latar belakang di atas, rumusan masalah yang akan

dibahas pada penelitian hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana
pornografi di dalam hukum pidana positif di Indonesia ?

2. Bagaimana aspek yuridis perlindungan hukum terhadap anak korban tindak
pidana pornografi ( Melalui Putusan Pengadilan Negeri Dengan Nomor
Perkara 28/Pid.Sus/2019/PN Lmj Dan Putusan Pengadilan Negeri Dengan
Nomor Perkara 433/Pid.Sus/2020/PN Dum) ?

3. Bagaimana perlindungan hukum yang ideal terhadap anak korban tindak
pidana pornografi melalui implementasi Undang—Undang Nomor 44 Tahun

2008 Tentang Pornografi di masa yang akan datang?

C. Tujuan & Kegunaan Penelitian
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Berdasarkan isu hukum di atas, maka tujuan dan kegunaan penelitian dapat

dirinci sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi anak korban
tindak pidana pornografi di dalam hukum pidana positif di Indonesia.

b. Untuk mengetahui dan menganalisis realita peradilan pidana terkait
perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pornografi melalui
Putusan Pengadilan Negeri Dengan Nomor Perkara 28/Pid.Sus/2019/PN
Lmj serta Putusan Pengadilan Negeri Dengan Nomor Perkara 433/Pid.Sus/
2020/ PN Dum).

c. Untuk mengetahui dan menjelaskan perlindungan hukum vyang ideal
terhadap anak korban tindak pidana pornografi melalui implementasi
Undang — Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi di masa yang

akan datang.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk kepentingan teoritis dan

kepentingan praktis, yaitu:

a. Secara teoritis, berguna untuk:
1. Memberikan informasi atau wawasan yang lebih konkrit terkait

perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pornografi
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dari perspektif Undang — Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang
Pornografi.

Memberikan masukan pemikiran bagi peneliti selanjutnya terhadap isu
hukum terkait;

Memberikan informasi kepustakaan tambahan bagi para akademisi

hukum.

b. Secara praktis, berguna sebagai bahan pertimbangan bagi semua praktisi

hukum yang terlibat dan berkepentingan dalam fungsionalisasi peraturan

tindak pidana pornografi anak sebagai korban, yaitu:

1.

Pembuat Undang-Undang: sebagai bahan masukan untuk merevisi atau
bahkan membuat aturan hukum baru yang lebih tegas terkait
perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pornografi
dari perspektif Undang—Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang
Pornografi.

Aparat Penegak Hukum: yaitu kepolisian, kejaksaan, dan hakim,
sebagai pedoman dalam mengimplementasikan kebijakan yang adil dan
melindungi hak—hak anak yang sedang berhadapan dengan hukum
dalam kaitannya tindak pidana pornografi anak sebagai korban;
Lembaga Peradilan: sebagai dasar pertimbangan untuk menerima,
mengadili dan memutus perkara pidana, dengan tujuan untuk
menghindari terjadinya disparitas putusan antar peradilan;

Masyarakat: sebagai pedoman dalam rangka mendidik anak secara

hukum dan moral, serta melakukan pengawasan terhadap anak agar
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terhindar dari pergaulan bebas dan kurangnya pengawasan orang tua
atas tak terbatasnya media teknologi, dan informasi mengenai

perbuatan—perbuatan yang mengarah pada pornografi.

D. Kerangka Teoritis

1. Grand Theory

Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum merupakan teori yang bersumber dari teori
hukum alam atau aliran hukum alam. Teori ini menjelaskan bahwa hukum itu
bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan
moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum
dan moral adalah cerminan serta aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan

manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.

Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa
hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan
dalam masyarakat karena di dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan
terhadap suatu kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi
berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurusi hak dan
serta kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas yang tinggi dalam
mengatur serta melindungi kepentingan manusia. Perlindungan hukum harus
melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum

maupun segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat tersebut yang
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berfungsi untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota — anggota masyarakat
dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan

masyarakat.

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan
pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan
perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak —
hak yang diberikan oleh hukum.* Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan
perlindungan yang tidak hanya bersifat adaptif serta fleksibel, melainkan juga dapat
mewujukan perlindungan yang bersifat prediktif dan antisipatif. Oleh sebab itu,
hukum sangat diperlukan bagi mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial,

ekonomi, dan politik untuk dapat memperoleh keadilan sosial.

Menurut pendapat Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi
rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif.
Perlindungan hukum yang bersifat preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya
sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati — hati dalam
pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif
bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di

lembaga peradilan.®

Perlindungan hukum merupakan suatu wujud gambaran dari bekerjanya

fungsi hukum agar dapat mewujudkan tujuan—tujuan hukum yakni keadilan,

4 Satjipto Raharjo, 2000, llmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, him. 53
® Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, 1987, PT. Bina limu,
Surabaya, him.29
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kemanfaatan, dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu
perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan aturan hukum
yang bersifat preventif maupun represif serta baik secara tertulis maupun tidak
tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Perlindungan hukum anak
adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun
lembaga pemerintah, swasta yang memiliki tujuan untuk mengusahakan
pengamanan, penguasaan serta pemenuhan kesejahteraan hidup berdasarkan hak
asasi yang diatur di dalam Undang—Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak
Asasi Manusia. Pada dasarnya, anak merupakan penerus generasi bangsa sekaligus
asset negara yang sangat berharga. Oleh sebab itu, negara berkewajiban untuk
menciptakan rasa aman serta memberikan perlindungan hukum bagi setiap anak
Indonesia agar dapat senantiasa tumbuh dan berkembang secara wajar agar dapat

ikut serta dalam pembangunan.

Perlindungan hukum pada anak adalah wujud perlindungan hukum bagi
berbagai kebebasan dan hak asasi anak (fundamental rights and freedoms of
children) serta juga bagi kepentingan yang memiliki kaitannya  dengan
kesejahteraan anak.® Perlindungan hukum adalah suatu kegiatan bersama yang
bertujuan mengusahakan pengamanan, pengadaan, dan pemenuhan kesejahteraan

rohaniah dan jasmaniah anak sesuai dengan kepentingannya dan hak asasinya.’

2. Middle Range Theory

& Barda Nawawi Arief, 1998, Berbagai Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan
Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, him.156

" Arief Gosita, 2004, Masalah Korban Kejahatan, PT. Bhuana llmu Poluler, Jakarta,
him.18
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Teori Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana ( Criminal Justice System) merupakan sistem dalam
suatu masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Sistem peradilan pidana adalah
sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari Lembaga—Lembaga kepolisian,
kejaksaan, pengadilan, serta pemasyarakatan terpidana. Mengendalikan suatu
kejahatan agar berada dalam batas—batas toleransi masyarakat bukan berarti
membiarkan suatu tindak pidana tersebut terjadi di dalam masyarakat. Melainkan,
toleransi tersebut adalah suatu keasadaran bahwa kejahatan akan selalu ada selama
masih ada manusia di dalam suatu masyarakat. Jadi, dimana ada masyarakat, pasti

kejahatan akan selalu ada.

Menurut muladi, sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan
peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum
pidana materiil, hukum pidana formil, maupun hukum pelaksanaan pidana.
Sedangkan menurut Remington dan Ohlin, sistem peradilan pidana sebagai
pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana
dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara
peraturan perundang — undangan, praktik administrasi, serta sikap atau tingkah laku

sosial.

Sistem peradilan pidana dalam KUHAP merupakan sistem peradilan pidana
terpadu (integrated criminal justice system). Sistem ini diletakkan pada landasan

prinsip diferensiasi fungsional di antara aparat penegak hukum sesuai dengan
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proses kewenangan yang diberikan Undang-Undang.® Sistem peradilan pidana
anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan
hukum, mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah
menjalani pidana. Di dalam suatu sistem peradilan pidana anak terdiri dari anak
yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana maupun

anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Pada dasarnya anak yang menjadi korban dari suatu tindak pidana, berhak
atas perlindungan dan hak yang diatur di dalam Pasal 89 Undang — Undang Nomor
11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Adapun hak—hak anak
sebagai korban adalah anak berhak atas bantuan hukum, anak berhak mendapatkan
rehabilitasi dan jaminan keselamatan lainnya, anak berhak atas dirujuk ke instansi
— instansi terkait guna penanganan lebih khusus dalam rangka pemulihan, anak
berhak mendapatkan perlindungan khusus, serta anak juga berhak untuk
mengajukan restitusi atau ganti kerugian yang dapat dibebankan kepada pelaku
yang melibatkan anak sebagai korban tindak pidana, berdasarkan putusan
pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil atau imateriil yang

diderita korban maupun ahli warisnya.

3. Applied Theory

Teori Penegakan Hukum

8 M. Yahya Harahap, 2009, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP :
Penyidikan Dan Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta, him. 90
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Hukum harus sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat. Artinya, hukum
tersebut haruslah mengikuti kehendak dari masyarakat.® Penerapan hukum
memiliki hubungan yang erat dengan pelaksanaan hukum itu sendiri dimana hukum
diciptakan untuk dilaksanakan. Hukum tidak dapat disebut sebagai hukum, apabila
tidak pernah dilaksanakan. Di dalam pelaksanaan hukum, harus melibatkan
manusia dan tingkah lakunya sebagaimana lembaga kepolisian diberi tugas untuk
menangani suatu pelanggaran hukum, serta kejaksaan disusun dengan tujuan untuk

mempersiapkan perkara di depan sidang pengadilan.

Penerapan hukum di dalam kehidupan sehari—hari memiliki arti yang sangat
penting, karena tujuan hukum terletak di dalam penerapan hukum itu sendiri.
Hukum yang dilaksanakan dengan baik maka dapat mewujudkan ketertiban dan
ketentraman di dalam lingkungan masyarakat. Apabila hukum tidak dilaksanakan
dengan baik, maka peraturan hukum yang dibuat hanya sekedar susunan kata—kata
yang tidak memiliki makna di dalam kehidupan bermasyarakat. Pengertian
penegakan hukum adalah penyelenggaraan hukum yang dilakukan oleh petugas
penegak hukum maupun setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan
kewenangannya masing—masing berdasarkan aturan-aturan hukum yang berlaku.
Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan
penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa, dan diakhiri dengan

pemasyarakatan terpidana.’® Secara Konsepsional, inti dari penegakan hukum

® Jimly Asshiddigie, 2006, Hukum Tata Negara Dan Pilar — Pilar Demokrasi, Konstitusi
Priss, Jakarta, him.3

10 Harun M. Husen, 1990, Kejahatan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia, Rineka Cipta,
Jakarta, him. 58
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terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di
dalam kaidah—kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai
rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan
mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Selain itu, penegakan hukum juga
merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide—ide tentang keadilan, kepastian

hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.

Ada beberapa kalangan berpendapat bahwa kelemahan utama sistem hukum
di Indonesia bukan pada sistemnya dan produk .hukumnya, tetapi pada penegakan
hukum.!* Pelaksanaan hukum di dalam masyarakat selain tergantung pada
kesadaran hukum masyarakat juga sangat banyak ditentukan oleh aparat penegak
hukum, oleh karena sering terjadi beberapa peraturan hukum tidak dapat terlaksana
dengan baik oleh karena ada beberapa oknum penegak hukum yang tidak
melaksanakan suatu ketentuan hukum sebagaimana mestinya.'? Sementara itu,
mengenai tolak ukur dari efektifitas hukum, dikemukakan oleh Soerjono Soekanto
bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenernya terletak pada faktor—faktor
yang mempengaruhi penegakan hukum. Faktor—faktor tersebut disamping
merupakan esensi dari pengakuan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada
efektivitas dari penegakan hukum. Faktor—faktor yang mempengaruhi penegakan
hukum adalah faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau

fasilitas, faktor masyarakat, faktor kebudayaan.

11 Mada Apriandi Zuhir, Nurhidayatulloh, Annisa Fitri Arum, dkk, Presumption Of
Innocent v. Presumption Of Guilt Dalam Hak Asasi Manusia, Jurnal Simbur Cahaya, Palembang :
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, him. 161

2 Sanyoto, “Penegakan Hukum Di Indonesia”, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 8, No.3,
September 2018, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, him. 200
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E. Definisi Operasional
1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah upaya perlindungan harkat maupun martabat, serta
pengakuan terhadap hak—hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum
berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan
atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.
2. Peraturan

Peraturan merupakan suatu bentuk keputusan yang harus ditaati dan
dilaksanakan atau ketentuan yang digunakan untuk mengatur hubungan antar
manusia dalam sebuah masyarakat. Dengan kata lain, peraturan adalah perangkat
yang berisi sejumlah aturan yang dibuat untuk menegakkan ketertiban dalam
masyarakat dan peraturan diciptakan untuk mengatur perilaku dan hubungan antar
anggota kelompok.
3. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum,

larangan mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi
barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Larangan ditujukan kepada
perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan
orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan

kejadian itu.

4. Pornografi
Menurut H.B. Jassin, Pornografi adalah setiap tulisan atau gambar yang

sengaja digambar atau ditulis dengan maksud merangsang seksual. Pornografi
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membuat fantasi pembaca mengarah pada daerah kelamin dan menyebabkan
syahwat berkobar. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dikatakan bahwa Pornografi
adalah segala sesuatu dalam bentuk gambar, tulisan, kata—kata gerak tubuh yang
mengarah pada kecabulan yang dibuat untuk merangsang seksualitas.
5. Anak

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang — Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang
Perubahan atas Undang—Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan
Anak, pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas)
tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Lebih lanjut dapat dikatakan
bahwa anak merupakan generasi muda penerus cita—cita perjuangan bangsa, yang
memiliki peran strategis serta memiliki ciri dan sifat yang khusus dalam menjamin
kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa yang akan datang.
6. Korban Kejahatan

Korban Kejahatan adalah orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau
penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan
atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya.
Berdasarkan uraian tersebut, dapat dikatakan bahwa orang yang mendapat

penderitaan fisik dan seterusnya, itu yang disebut dengan korban.

F. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan di dalam penulisan tesis ini adalah penelitian

hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang
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dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.® Peter Mahmud
Marzuki menjelaskan bahwa penelitian hukum normative merupakan suatu proses
untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip—prinsip hukum, serta doktrin—
doktrin hukum agar dapat menjawab isu hukum yang sedang dihadapi. Penelitian
hukum jenis ini, hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan
patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.
2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah Pendekatan
Konseptual ( Conceptual Approach ), Pendekatan Perundang — undangan ( Statute
Approach), dan Pendekatan Kasus (Case Approach).

a. Pendekatan Konseptual ( Conceptual Approach ) merupakan jenis
pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang
analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari
nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya
dengan konsep-konsep yang digunakan. Sebagian besar jenis pendekatan ini
dipakai untuk memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan penormaan
dalam suatu perundang-undangan. Dalam kaitannya dengan penelitian ini,
Pendekatan konseptual ini diperlukan untuk mengetahui bagaimana
perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pornografi dari

perspektif Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

13 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudiji, 2003, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan
Singkat, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, him. 13
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b. Pendekatan Perundang—undangan ( Statute Approach ), dilakukan untuk
meneliti aturan-aturan hukum  yang menjadi focus penelitian.
merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang mengutamakan
bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan
acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan perundang-undangan
(statute approach) biasanya di gunakan untuk meneliti peraturan
perundang-undangan yang dalam penormaannya masih terdapat
kekurangan atau malah menyuburkan praktek penyimpangan baik dalam
tataran teknis atau dalam pelaksanaannya dilapangan. Dalam kaitannya
dengan penelitian ini, pendekatan perundang—undangan dilakukan dengan
meneliti formulasi ketentuan yang mengatur tentang peraturan terkait tindak
pidana pornografi anak sebagai korban.

c. Pendekatan Kasus (Case Approach) merupakan jenis pendekatan dalam
penelitian hukum, dimana penulis mencoba membangun argumentasi
hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi di lapangan, tentunya
kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa yang terjadi di
lapangan. Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah kasus yang
berkaitan dengan isu hukum yang dijadikan topik pembahasan dalam
sebuah penulisan.'® Maka dari itu, penulis akan melakukan penelitian terkait
kasus — kasus yang melibatkan anak sebagai korban dari tindak pidana

pornografi.

14 Johny lbrahim, 2005, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Cet. IlI,
Bayumedia Publishing, Malang, him. 302
15 peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian hukum, Penerbit Kencana, Jakarta, him.134
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3. Jenis Dan Sumber Bahan—Bahan Hukum

Bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan

hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai

otoritas, Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan

segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Dengan demikian,

bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah :

1.

2.

Kitab Undang—Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 1946
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Internet Dan
Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan
Anak

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman
Undang—-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi
Undang—-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran
Undang—-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Lembaga

Sensor Film

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan

penjelasan terkait yang berhubungan dengan bahan hukum primer, yang

berbentuk karya ilmiah, literatur — literatur tertulis oleh para ahli yang ada

kaitannya dengan isu hukum dalam penelitian ini.
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c. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus
hukum, media cetak dan elektronik lainnya serta tulisan non hukum lainnya
yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini agar diperoleh

informasi terbaru, relevan , dan mutakhir.®

4. Teknik Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini meliputi studi
kepustakaan (Library Research ) dengan cara mempelajari serta mengkaji sumber—
sumber keperpustakaan yang berkaitan dengan perundang—undangan, buku atau
literatur, serta buku—buku ilmiah, jurnal, serta makalah yang memiliki keterkaitan
dengan permasalahan penulis. Selain itu, teknik pengumpulan bahan hukum dalam
penelitian ini  yang digunakan penulis yaitu melalui dokumentasi. Teknik
pengumpulan data ini diambil dari dokumen berupa catatan peristiwa yang telah
berlalu atau penelitian yang sudah ada. Kemudian, setelah bahan hukum terkumpul,
selanjutnya dilakukan pengolahan bahan hukum yaitu penulis memeriksa kembali
kelengkapan bahan hukum yang telah dikumpulkan, lalu penulis menggolongkan
bahan hukum dan menyusun data hasil penelitian dengan cara yang sistematis,

kemudian menggambarkan hasil penelitian tersebut serta menganalisisnya.

5. Teknik Analisis Bahan — Bahan Hukum

16 Bambang Sunggono, 1996, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
him. 144.
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Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini
menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu dengan cara memaparkan,
menguraikan, menjelaskan, bahan penelitian secara bermutu dalam bentuk kalimat
yang teratur, runtun, dan tidak tumpang tindih, serta efektif sehingga
mempermudah pemahaman dan interprestasi bahan penelitian. Metode analisis data
dilakukan dengan menghimpun data melalui penelaahan bahan kepustakaan yang
meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier,
baik berupa dokumen-dokumen maupun peraturan perundang-undangan yang

berlaku yang berkaitan dengan permasalahan atau isu hukum yang diteliti.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
Logika deduktif yang merupakan cara penarikan kesimpulan dari hal yang bersifat
umum menjadi kasus yang bersifat khusus . Dalam proses penarikan kesimpulan
dengan menggunakan logika berpikir deduktif ditemukan penalaran hukum yang
berlaku secara umum. Proses yang terjadi dalam deduktif adalah konkritisasi
(hukum), dan norma—norma hukum yang dirumuskan secara umum dalam aturan—
aturan hukum positif. Kemudian selanjutnya dijabarkan dan diterapkan guna
penyelesaian persoalan hukum konkrit yang dihadapi sehingga diperoleh

kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan hukum.
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